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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-
kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif dilanrlladaankgkan Tidak dilambangkan
v Ba’ B Be

@) Ta' T Te

O Sa’ S s (dengan titik di atas)
c Jim J Je

< Ha’ h h (dengan titik dibawah)
e Kha' Kh ka dan ha

> Dal D De

5 Zal Z zet (dengan titik di atas)
) Ra’ R Er

J Zai Z Zet
v Sin S Es
uw Syin Sy es dan ye
[97-) Sad S s (dengan titik di bawah)
[97-) Dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta T t (dengan titik di bawah)
b Za /4 z (dengan titik di bawah)
[ ‘Ain A Koma terbalik di atas
[ Gain G Ge

9 Fa F Ef

9 Qaf Q qi

J Kaf K ka

J Lam L el

P Mim M em

v Nun N en

9 Waw w we




[ Ha' H ha
£ Hamzah ' Apostrof
S Ya’ Y ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

(et Ditulis muta ‘aqqidin
33 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia
aclo> : ditulis Jama‘ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

alll o : ditulis Ni'matullah
yaJl oLS) : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek
Fathah ditulis g, kasrah ditulis /, dan dammah ditulis .

E. Vokal Panjang

1| Fathah + alif Ditulis A
il Jaahiliyyah

2 | Fathah + ya’mati Ditulis A
P yas‘a

3 | Kasrah + ya'mati Ditulis I
P karim

4 | Dammah + Ditulis 0
wawumati fur id
L ;

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostrof
pwll : ditulis aantum
9o : ditulis muanntas

G. Vokal Rangkap

\ Fathah dan ya’ sukun ditulis Bainakum
Y Fathah dan wawu ditulis Faugakum
sukun
pst

Vi




H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
QAN ditulis al-Quran
2. Biladiikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf Syamsiyah yang
mengikutinya
dazd) ditulis as-sayyi‘ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

S HEC - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAC
Yustika Fathurohimah (1519040) 2023, Effectiveness of Implementation of
Norms for Accelerating Increase in Coverage of Birth Certificate
and Death Certificate Ownership in Pekalongan Regency.

Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si

This research is an effort to determine the effectiveness of implementing
Regent Regulation Number 7 of 2019 concerning the Acceleration of Increasing the
Coverage of Ownership of Birth Certificates and Death Certificates in Pekalongan
Regency. This research is a type of empirical juridical research, which uses
qualitative, statutory and conceptual research approaches. The data used is
primary and secondary data, where the author took the research subjects, namely
the Population and Civil Registration Service of Pekalongan Regency and the
people of Pekalongan Regency. The data collection techniques used were
observation, interviews and documentation. Data analysis uses data reduction
techniques, presentation and conclusions from existing data.

The results of this research show that; The implementation of Regent
Regulation Number 7 of 2019 concerning the Acceleration of Increasing the
Coverage of Birth Certificate and Death Certificate Ownership in Pekalongan
Regency has not been effective. Based on the factors used as benchmarks for legal
effectiveness, the level of legal awareness of the people of Pekalongan Regency is
still not good. Most people still consider the lack of importance of birth certificates
and death certificates and there is a lack of public legal awareness to take care of
birth certificates and death certificates if they need them. Implications of Regent's
Regulation Number 7 of 2019 concerning the Acceleration of Increasing the
Coverage of Ownership of Birth Certificates and Death Certificates on the legal
status of the population administration of the people of Pekalongan Regency. Based
on the results of research conducted, the Pekalongan Regency Population and Civil
Registration Service stated that they have carried out their duties and authority as
they should and always trying to provide maximum service even with limited
infrastructure. However, on the other hand, from the results of interviews and
observations made by researchers from some elements of society, there are still
many who do not have birth certificates and death certificates, where these
certificates are used as authentic evidence that must be reported and recorded to
implementing agencies so that they can create legal certainty.

Keywords: Effectiveness, Deed, Legal Certainty
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ABSTRAK

Yustika Fathurohimah (1519040) 2023, Efektivitas Pelaksanaan Norma
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemlikan Akta Kelahiran dan Akta
Kematian di Kabupaten Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yang menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif, perundang undangan dan Konseptual. Data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana penulis mengambil subjek
peneliti yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan
serta masyarakat Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan teknik reduksi data, penyajian serta kesimpulan dari data data yang
ada.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor
7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan belum efektif. Berdasarkan
faktor faktor yang dijadikan tolak ukur dari efektivitas hukum, bahwa tingkat
kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan yang masih kurang baik.
Kebanyakan masyarakat masih menganggap kurang pentingnya akta kelahiran dan
akta kematian serta kurangnya kesadaran hukum masayarakat untuk mengruus akta
kelahiran dan akta kematian jika mereka butuh saja. Implikasi Peraturan Bupati
Nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan akta
kelahiran dan akta kematian terhadap status hukum administrasi kependudukan
masyarakat Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan
menyatakan telah menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya dan
selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal walaupun dengan prasarana
seadanya. Namun disisi lain dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan
peneliti dari sebagian elemen masyarakat masih banyak yang belum memiliki akta
kelahiran dan akta kematian, yang mana akta ini digunakan sebagai bukti autentik
yang harus dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi pelaksana sehingga dapat
menimbulkan kepastian hukum tersendiri.

Kata Kunci : Efektivitas, Akta, Kepastian Hukum
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan Sipil merupakan langkah dalam pembuatan catatan dari
adanya suatu peristiwa penting yang terdapat di dalam kehidupan setiap
individu dalam register pencatatan sipil yang biasanya dilakukan oleh
Instansi Penyelenggara Catatan Sipil. Peristiwa penting tersebut dicatat
guna untuk memeperoleh akta atau bukti autentik dari pejabat negara.
Pencatatan sipil merupakan bagian yang termasuk dari suatu sistem
pencatatan yang umum di dalam suatu negara. Tujuan utama dari adanya
sistem pencatatan sipil dalam suatu negara ialah untuk menyajikan adanya
dokumen hukum dimana hal tersebut diwajibkan oleh Undang Undang yang
berlaku dalam negara tersebut.

Semua peristiwa penting serta peristiwa kependududukan yang yang
terjadi di masyarakat harus dilaporkan kepada instansi yang
menyelenggarakan pelayanan tersebut dengan memenuhi persyaratan yang
ada dalam pendaftaran penduduk serta persyaratan di dalam pencatatan sipil
sebagaiamana hal tersebut tertera dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan.? Mengenai adanya

peristiwa penting yg dimaksud ialah peristiwa yang mana dihadapi oleh

! Undang Undang Nomaor 23 Tahun 2006. Administrasi Kepedudukan. 29 Desember
2006. Jakarta

2 Mety Aspalinda. “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kelahiran)” Jurnal Program Studi limu
Administrasi Negara. FISIP Universitas Riau



setiap individu seperti halnya peristiwa kelahiran, peristiwa kematian,
kemudian ada juga peristiwa lahir mati, sampai peristiwa perkawinan,
perceraian, peristiwa adanya pengakuan anak hingga pengukuhan anak serta
adopsi, kemudian ada juga suatu perubahan terkait nama dan peristiwa
terkait adanya perubahan adanya status kewarganegaraan seseorang.’

Kelahiran dan kematian termasuk dalam peristiwa penting yang
dihadapi oleh setiap individu, sehingga sangat penting bagi masyarakat
untuk memiliki akta kelahiran dan akta kematian. Kepemilikian akta
kelahiran ialah adanya bentuk terpenuhinya suatu hak kepemilikan identitas
menjadi seorang anak. Pentingnya akta kelahiran dan kematian merupakan
suatu tujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Artinya, penting
bagi setiap warga negara untuk mencatatkan setiap adanya peristiwa penting
yang diantara lain ialah peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, peristiwa
perkawinan kemudian peristiwa perceraian, dan peristiwa penting lainnya
untuk mendapatkan bukti tertulis yang mana hal tersebut telah termaktub
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
kependudukan.*

Peristiwa kelahiran jika tidak segera dilaporkan atau tidak adanya
bukti berupa akta kelahiran, dengan hal tersebut dapat menyulitkan anak
yang telah lahir saat memasuki dunia pendidikan. Namun pada pencatatan

akta kelahiran ini masih ada yang belum memiliki akta kelahiran. Ditandali

Jakarta

Jakarta

% Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi Kepedudukan. 24 Desember 2013.

4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi Kependudukan. 24 Desember 2013.



dengan adanya jumlah kepemilikan akta kelahiran yang ada di Indonesia ini
belum memenuhi target dalam tingkat nasional. Berdasarkan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri
pada tanggal 31 Desember 2020, diketahui pada tahun 2020 jumlah dari
anak yang telah memiliki adanya akta kelahrian menjangkau target hingga
93,78 persen. Berdasarkan perolehan tersebut, jangkauan tersebut
menunjukan masih terdapat sekitar 6,22 persen atau diperkirakan masih ada
sekitar 5,2 juta anak di Indonesia yang dalam hal ini belum mendaftarkan
akta kelahiran.®

Adapun dengan akta kematian, jika seseorang telah meninggal dan
dari pihaknya tidak ada yang melaporkan dan tidak ada akta kematian maka
akan sulit ketika akan membagi ahli warisnya tersebut, serta kesulitan dalam
menentukan serta memastikan pula bahwa apakah orang tersebut benar
benar ahli warisnya atau bukan, atau dengan adanya akta kelahiran juga
dapat memberikan arahan ke Pengadilan jika ada yang mengajukan
mengenai gugatan harta warisan dan yang lainnya. Karena ada masyarakat
yang menganggap bahwa apabila seorang yang telah meninggal maka
urusan dunia terkait akta dan sebagainyapun sudah selesai, jadi tidak
diperlukan untuk melaporkan kematian dan mengurus kepemilikan akta

kematian seseorang. ®

5 ”Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak”, Kompas, 23
September 2021

6 Zulfikar. “Kemanfaatan Hukum dalam Kematian (Akta) Studi Kasus pada Mahkamah
Syar’iyyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh”. Skripsi, Universitas
Islam Negri Ar Raniry Banda Aceh. 2020



Akta kelahiran dan kematian sangatlah penting sebagai database
kependudukan dan juga jika dibutuhkan hal tersebut dapat digunakan
sebagai kekuatan hukum. Pentingnya database tersebut digunakan sebagai
pedoman untuk perencanaan kebijakan serta pembangunan pada umumnya,
kemudian database tersebut juga dapat digunakan sebagai tertib
Administrasi Kependudukan secara nasional. Akan tetapi di dalam Negara
Indonesia terdapat adanya masayakat yang masih belum menyadari
pentingnya akta kelahiran dan akta kematian. 7

Jalan keluar yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut
perlu dilakukan adanya kerjasama antara negara, pemerintah daerah,
organisasi niaga dan lembaga social masyarakat untuk mempercepat
pencapaian kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian tersebut.
Meskipun telah ada berbagai peraturan mengenai kewajiban kewajiban
kepemilikan akta kelahiran sejak lahir, akan tetapi sampai pada saat ini
masih terdapat banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Begitupun
terkait akta kematian, jika akta kelahiran saja masih banyak yang belum
mencatatkan dan memiliki bagaimana dengan akta kematian yang banyak
meyakini bahwa akta kematian pentingnya cuma untuk masyarakat mereka

yang ekonomi menengah keatas serta orang yang punya warisan saja. 8

"https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-datakependudukan
diakses pada 20 Mei 2023

8Zulfikar. “Kemanfaatan Hukum dalam Kematian (Akta) Studi Kasus pada Mahkamah
Syar’iyyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh”. Skripsi, Universitas
Islam Negri Ar Raniry Banda Aceh. 2020
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Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat bentuk strategi atau
langkah kerja dari pemerintah daerah kabupaten Pekalongan dalam rangka
mempercepat capaian kepemilikian akta kelahiran maupun akta kematian yang
ada di Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019
tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta
kematian. Adapun peraturan tersebut merupakan payung hukum serta pedoman
teknis dalam pelaksanaan adanya percepatan dari pelayanan pencatatan sipil untuk
meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten
Pekalongan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyertakan secara aktif
adanya institusi yang berada di Kabupaten Pekalongan, diantaranya institusi
kesehatan, institusi pendidikan, sosial serta institusi atau dinas dinas yang lainnya
untuk membantu strategi tersebut dalam percepatan cakupan kepemilikan akta
kelahiran dan akta kematian yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dengan Peraturan
Bupati tersebut, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam kepemilikan akta
kelahiran ataupun adanya akta kematian. Namun dalam hal ini banyak masyarakat
Kabupaten Pekalongan yang masih belum mengurus akta kelahiran serta akta
kematian. °

Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk
yang banyak pastinya peristiwa pencatatan sipil yang ada yang banyak juga. Akan
tetapi jumlah akta kelahiran dan akta kematian dari tahun 2019 yang diterbitkan
dari tahun ke tahun cenderung menurun, berikut ini tabel yang menunjukan data

penerbitan akta kelahiran dan akta kematian dari tahun 2019 sampai tahun 2021;

9 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019. Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran dan akta Kematian. 1 April 2019. Pekalongan



Tahun | Akta Kelahiran yang diterbitkan | Akta Kematian yang diterbitkan
2019 27.833 4,763
2020 26.461 4.361
2021 24.391 4.115

1.1 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa di Kabupaten Pekalongan
tingkatan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian bisa dikatakan menurun.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan sebagian besar
masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa penting berupa kelahiran dan
kematian. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti tentang
“Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan

Akta Kelahiran Dan Akta Kematian Di Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian di Kabupaten
Pekalongan?

Bagaimana Implikasi Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran dan Akta Kematian terhadap status hukum administrasi

kependudukan masyarakat Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian di Kabupaten

Pekalongan.



2. menganalisis mengenai Implikasi Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian terhadap Status Hukum
Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian
Penulis berharap agar penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan
suatu kemanfaatan tersendiri kepada para pembaca, diantara lain manfaatnya
yakni:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang diharapkan bisa
memberikan tambahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang
ilmu Hukum Administrasi Negara dalam efektifitas pelaksanaan norma
percepatan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta
kelahiran. Serta dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dan masukan terhadap para pembaca serta pengamat literature dalam
pelaksanaan efektivitas pelaksanaan norma percepatan dan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran di Kabupaten
Pekalongan dalam analisis Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019.
2. Manfaat Praktis
Pentingnya pencatatan akta kelahiran dan akta kematian ini
diharapkan dapat memberikan penjelasan dan masukan kepada masyarakat
tentang pelaksanaan efektivitas pelaksanaan norma percepatan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten

Pekalongan khusunya terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019



di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
suatu masukan atau saran yang membangun kepada Pemerintah Daerah
Kab. Pekalongan dalam mengoptimalkan program percepatan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.
E. Kerangka Teoritik
1. Efektifitas Hukum
Kata Efektifitas sudah tidak asing, kata ini berasal dari kata efek yg
mempunyai arti sebab, pengaruh dan akibat.!® Efektifitas hukum yang
dimaksud disini merupakan proses yang bertujuan agar hukum yang masih
berlaku dapat dipatuhi oleh masyarakat atau bisa dikatakan bahwa hukum
tersebut bersifat efektif. Efektifitas hukum ini juga merupakan kesesuaian
antara yang diatur di dalam hukum pelaksanaannya. Menurut Soerjono
Soekanto juga menyebutkan bahwa tolak ukur dari efektifitas hukum dalam
penegakan hukum yang ada dimasyarakat ini diantaranya ada 5, yakni;
a. Faktor Hukum
Dalam suatu hukum pastinya mempunyai manfaat atau fungsi tersendiri,
yang mana fungsi dari adanya sebuah hukum bisa disebutkan yang
diantaranya ialah untuk mencapai adanya suatu keadilan, kemudian hukum
juga berfungsi sebagai menetapkan adanya suatu kepastian hukum serta
dengan adanya hukumpun mempunyai fungsi dalam kemanfaatan. Namun

dalam realitanya hukum yang terkadang mempunyai pertentangan yakni

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka.2002. HIm. 248
1Sperjono  Soekanto, Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum.
Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindi Persada, 2007, him.5



antara suatu kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri. Dari
kepastian hukum itu mempunyai sifat yang nyata, sedangkan dalam
keadilan hukum mempunyai sifat yang abstrak. 1?
b. Faktor Penegak Hukum
Faktor dari pengak hukum ini juga termasuk faktor yang penting
dalam mempengaruhi adanya efektifitas hukum yang ada dalam
masyarakat. Pasalanya petugas penegak hukum ini mempunyai peranan
penting, dimana jika sudah ada peraturan yang baik namun dari petugas
penegak hukum itu sendiri kurang baik maka dalam hal ini akan
mempengaruhi nilai dari petugas penegak hukum itu sendiri. 3
c. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung
Saran dan fasilitas pendukung ini merupakan alat yang digunakan
oleh para penegak hukum dalam upaya penegakan hukum. Penegak
hukum tidak akan baik, ketika tidak dibarengi dengan fasilitas dan
sarana yang baik pula. *
d. Faktor masyarakat
Penegak dari hukum ini berpokok dari masyarakat itu sendiri, yang
mempunyai tujuan yakni memakmurkan masyarakat juga. Karena dalam
menjalankan penegakan hukum, masyarakat inilah yang menjalankan

hukum serta dari kesadaran dan kepatuhan masyarkat inilah hukum bisa

12S0erjono  Soekanto, Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum.
Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindi Persada, 2007, him.5

13Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 19.

14Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 22.
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berlaku, dan dengan hal tersebut penegakan hukum juga akan ikut
terbawa. 1°
e. Faktor Kebudayaan
Suatu kebudayaan hakekatnya adalah seperangkat nilai dimana nilai
tersebut menjadi bagian bagian pokok suatu hukum yang berjalan, nilai
yang dimaksudkan ini adalah konsep absurd tentang apa yang dinilai
baik untuk diikuti serta dari apa yang dinilai buruk untuk dihindari. 6
2. Administrasi Kependudukan
Adiministrasi Kependudukan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun
2006 ialah serangkaian langkah struktural serta penerbitan dalam konteks
publikasi dokumen serta publikasi terkait data kependudukan yang mana
data tersebut melewati penyelenggara pendaftaran penduduk, kemudian
melewati pencatatan sipil serta melewati informasi dan pemanfaatan
hasilnya yakni untuk bagian pelayanan publik serta pembangunan umum.
Dalam Administrasi Kependudukan tersebut menjelaskan bahwa setiap
masyarakat itu mempunyai hak tersendiri untuk mendapatkan dokumen
kependudukan. Adapun macam macam dari admnistrasi kependudukan
yakni ada 2 jenis, yakni tentang pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pelayanan Pencatatan Sipil, yang mana hal tersebut tertera dalam Undang

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *

15Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 26.

8Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 26.

17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 . Administrasi kependudukan. 29 Desember
2006. Jakarta
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Adapun Pendaftaran penduduk yang dimaksudkan ialah pendataan
biodata kependudukan, pendataan kejadian kependudukan, pelaporan serta
pendataan penduduk yang masih rentan administrasi kependudukan dan
penerbitan. Pendafatar Penduduk tersebut diantaranya ialah pengurusan
terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembuatan Kartu
Keluarga (KK), Pembuatan Surat Keterangan pindah Warga Negara
Indonesia (SKPWNI) serta pembuatan Kartu Indentitas Anak (KIA).
Sedangkan Pencatatan Sipil pelayanannya diantara lain ialah pembuataan
akta kelahiran, pembuatan akata kematian, kemudian akta perkawinan, akta
perceraian, pembuatan akta pengakuan dan pengesahan anak, pembuatan
catatan pinggir pengangkatan anak dan perubahan nama, serta pembuatan
laporan kelahiran dan kematian Luar Negeri. 18

Dengan adanya administrasi kependudukan ini dapat memberikan nilai
bagaiamana cara masyarakat dalam memahami pentingnya administrasi
kependudukan ini. Kemudian juga dapat memberikan penilaian terkait
tingkat baik buruknya suatu pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait
yakni Disdukcapil dalam hal melakukan suatu pencatatan kependudukan
dan memfasilitasi adanya warga ketika mengurus terkait administrasi
kependudukan. Sehingga dengan adanya administrasi kependudukan
tersebut dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat bahwa secara

sah admnistrasi kependudukan sudah diakui negara dan dalam hal ini

8Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 . Administrasi kependudukan. 29 Desember
2006. Jakarta
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masyarakat juga mendapatkan hak atas kepemilikan adanya kartu identitas
kependudukan dengan tujuan untuk meningkatkan adanya kesejahteraan. °
F. Penelitian yang Relevan
Penelitian Relevan yang ada dalam penulisan ini ialah berdasarkan
penelitian penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai refrensi bagi penulis
dalam melakukan penelitian yang dilakukannya. Adapun ringkasan terkait
analisis adanya penelitian terdahulu diantarnya ialah;

1. Abd. Khalig Subchan dalam Skripsinya Pada Tahun 2016 dengan judul
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun
2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 Sampai 2015.
Skripsi ini membahas tentang Efektivitas adanya Peraturan Daerah kota
Makassar Nomor 9 Tahun 2009, dari pihak Disdukcapil mengatakan bahwa
sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semsetinya dan
berusaha memberikan suatu pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin
walaupun terkendala dengan adanya sarana dan prasarana yang seadanya.

Akan tetapi berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh
peneliti serta pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti ini dari
sebagai masyarakat dan adanya data sempel yang dihasilakan menunjukan
bahwa pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Makasar ini belum

optimal secara kesuluruhan tehadap berbagai elemen masyarakat yang

Bhttps://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnyadatakependudukan
diakses pada 20 Mei 2023
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ada.?® Sedangkan penulis dalam penyusunan skripsi ini lebih fokus
membahas tentang pelaksanaan pengurusan administratif identitas warga
khususnya dalam pecatatan akta kelahiran dan akta kematian menurut
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten
Pekalongan.

2. Laola Subair dalam Jurnal Ar Risalah Volume 19 Nomo 1 Mei 2019, dalam
jurnal ini membahas terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ketidakefektifan didalamnya. Skripsi ini membahas hambatan dalam
penerbitan dari adanya akta kelahiran untuk anak yang ada di Kota Palopo
anak: 1) Faktor penghambat yang berasal dari penyelenggara pemerintah
(aparat pelaksana), dan 2) yakni yang terdapat dari masyarakat itu sendiri
yaitu adanya kekurangan akan kesadaran dari masyarat terhadap pentingnya
suatu kepemilikan akta kelahiran.?! Sedangkan dalam penelitian yang
penulis lakukan membahas terkait dengan efektivitas pelaksanaan
peraturannya serta implikasi dari adanya peraturan tersebut terhadap status
hukum administrasi kependudukan masyarakatnya.

3. Zulfikar dalam skripsinya pada tahun 2020 yang berjudul Kemanfaatan

20 Abdul Kholik. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 Sampai 2015”. Skripsi, Universitas Islam Negri
Alaudin Makasar. 2016

2l Laola Subair. “Efektifitas Hukum Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Hak Anak Memperoleh
Akta Kelahiran)” Jurnal Ar Risalah19, no.1(2019):9.
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Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus Pada Mahkamah
Syar’iyah Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda
Aceh). Dalam skripsi ini membahas tentang Pencatatan Kematian yang
dibuat dalam bentuk akta kematian merupakan suatau bentuk yang dapat
menjamin adanya suatu kepastian terhadap hukum serta perlindungan
hukum dari status keperdataan dari seseorang. Dalam hal ini kaitannya
dengan adanya Penetapan Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
yakni dengan adanya perkara Nomor 0239/Pdt.P/2016/MS.Bna bahwa di
dalam penetapannya memuat alat bukti yang berupa akta kematian dalam
mengungkap kebenaran dalam kematian seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat mendatangkan manfaat yang besar jika
pengurusan akta kematian tersebut dilakukan, serta dapat juga menghindarai
adanya hal hal yang berdampak negatife.?? Sedangkan dalam penelitian
yang dilakukan penulis ialah membahas terkait pelaksanaan peraturan
bupati dengan mengaitkan Aparat Pelaksana yakni Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebagai informan dalam
penelitian ini.

4. Jurnal yang disusun Jessica, Tania Markus, Harly S. Muaja, dan Ruddy R.
Watulingas dalam jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 13/Des/2021, yang
berjudul Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak

ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

22 Zulfikar. "Kemanfaatan Hukum dalam Kematian (Akta) Studi Kasus pada Mahkamah
Syar’iyyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh”. Skripsi, Universitas
Islam Negri Ar Raniry Banda Aceh. 2020
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Kependudukan, bahwa suatu akta kelahiran bagi seorang anak khususnya
di Indonesia itu memiliki peran penting terhadap adanya status seorang
anak.

Dalam Jurnal ini membahas tentang Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Adminstrasi
Kependudukan, tentang sanksi dan lonsekuensi dari anak yang terlambat
dalam mencatatkan atau pendafataran dalam akta kelahiran ini tidak
mendapat suatu kepastian hukum terhadap di si anak tersebut, serta si anak
tersebut tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak, serta bagi para
orang tua yang tidak mendaftarkan akta kelahiran anak tersebut akan
mendapatkan kesulitan sendiri dalam memenuhi kebutuhan anaknya
terutama dalam urusan pelayanan publik. 2 Sedangkan penelitian yang
penulis lakukan yakni sama sama membahas Pelaksanaan Peraturan
ditingkat daerah, akan tetapi penelitian terdahulu ini lebih fokus membahas
akibat hukumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih
berfokus pada keefektifan peraturannya.

5. Sinta Dahlia Fatmawati dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul
Pelaksanaan Pencatatan dan penerbitan akta kematian menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Skrispsi ini disimpulkan

bahwa adanya pencatatan serta penerbitan mengenai akta kematian yang ada

23 Jessica, Tania Markus, Harly S. Muaja, dan Ruddy R. Watulingas. “Akibat Hukum
Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 13/Des/2021.
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di Kabupaten Hulu ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014
dapat dikatakan tidak berfungsi secara efektif. Ketidakefektifan tersebut
dapat dilihat berdasarkan tanggapan dan jawaban oleh orang yang
diwawancarai. Beberapa alasan yang menjadikan sebab tidak efektifnya
suatu Peraturan Daerah ini terkaita danya pencatatan serta penerbitan
adanya akta kematian yakni sebab tidak tersampaikannya sosialisasi tentang
adanya Peraturan daerah tersebut serta kurangnya kesadaran dari
masyarakat setempat terhadap pentingnya Kepemilikan dari akta
kematian.?

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis yakni sama sama
membahas tentang kefektifan peraturan daerah, akan tetapi dalam penelitian
terdahulu ini berfokus membahas sebab ketidakefektifan dari peraturan
daerah tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini berfokus
pada pelaksanaan peraturannya yakni berfokus dalam membahas dari segi
keefektifannya serta pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan akta
kematian.

G. Metode Penelitian
Penulis akan menggunakan metode penelitiannya dengan memuat beberapa
metode, yang diantaranya adalah;

1. Jenis penelitian

24 Sinta Dahlia Patmawati. “Pelaksanaan Pencatatan dan penerbitan akta kematian
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ”. Skripsi, Sultan Syarif Kasim Riau. 2019
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Penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam
penenlitian ini. Dimana penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian
hukum yang akan meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan norma
percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta
kematian di Kabupaten Pekalongan.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan
menggunakan jenis pendekatan Kualitatif, Perundang Undangan dan
Konseptual. Yakni, penelitian yang menggambarkan peraturan yang berlaku
yang dikaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan Peraturan
Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan
peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di

Kabupaten Pekalongan.

. Sumber Data

Jenis sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini
ialah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang
diantaranya ialah;

a. Sumber Data Primer
Sumber data dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh
langsung dari objek yang diteliti. Yakni data yang diperoleh secara
langsung melalui wawancara dengan Masyarakat serta Instansi
Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

b. Sumber Data Sekunder
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Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan Hukum Primer dan
Bahan Hukum Sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah
dirumuskan.? Bahan Hukum Primer ini ialah Peraturan Bupati Nomor
7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan.
Sedangkan Bahan Hukum Sekundernya ialah berupa hasil-hasil
penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis ada
beberapa macam yang diantaranya ialah;
a. Wawancara
Teknik dari pengumpukan data yang selanjutnya yakni penulis
akan mengambil teknik wawancara. Penulis melakukan wawancara
secara langsung untuk dapat mengolah datanya dengan melakukan
wawancara kepada beberapa masyarakat yang dapat dijadikan
narasumber serta dapat memberikan informasi terkait penelitian
yang akan dilakukan serta wawancara kepada Pegawai Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yakni suatu cara pengumpulan suatu data untuk

pencatatan mengenai berkas berkas serta dokumen dokumen yang

%5 Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. HIm.
106
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berkaitan penelitian penulis yakni tentang percepatan peningkatan
cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.?®
Dokumentasi yang akan digunakan penulis dalam peneilitian ini
ialah untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum
sekuder didalam penelitian ini.
5. Teknik Analisis Data

Dalam Teknik Analisis Data penulis akan menggunakan analisis

kualitatif dengan menggunakan metode analisis interaktif (Interaktif Model

Analysis).?” Analisis Interaktif ini ialah model analisis yang mengumpulkan

data yang akan dianlisis dengan menggunakan 3 tahapan, penejelasannya

ialah sebagai berikut;

a. Reduksi data ialah tahap dalam mengkaji data dengan tahapan yang
dapat berupa menegaskan, mengklasifikan suatu data, mengarahkan,
menghilangkan data yang tidak digunakan serta mengorganisikan data,
dengan hal tersebut tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir serta
verifikasi.

b. Penyajian data ini digunakan sebagai kumpulan data yang terstruktur
dari data informasi yang dapat dimungkinkan untuk menarik
kesimpulan serta memberikan peluang untuk mengambil tindakan.
Dimana penyajian data ini merupakan cara yang utama dalam

menganalisis data kualitatif yang valid.

% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada,1986. HIm.66
2 Mattew B. Miles dan Michael. Analisis Data Kualitatif. Jakarta; Ul Press.1999. him. 15
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c. Penarik kesimpulan, dari adanya kesimpulan yang didapatkan ini

kemudian diverifikasi kembali selama penelitian berlangsung. Dan

penerapan metode yang digunakan ialah dengan cara mengungkapkan

kebenaran dan memahaminya. 2

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menggunakan sistematika penulisan dalam penelitiannya

dengan urutan sebagai berikut;

BAB |

BAB |1

BAB Il

: PENDAHULUAN

Yakni tersusun dari mulai Latar belakang masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

teoritik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

: LANDASAN TEORITIS

Bab ke dua terdiri dari Landasan Teoritis, yang mana dalam hal ini
berkaitan dengan teori Efektifitas Hukum dan Konsep

Administrasi Kependudukan.

: HASIL PENELITIAN

Bab Ke tiga ialah membahas mengenai Hasil penelitian yang mana
akan dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini akan dijabarkan terkait
data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan. Dalam poin
pertama dijabarkan terkait Gambaran Masyarakat Kabupaten

Pekalongan dan poin ke dua membahas terkait Pemahaman

28

Mattew B. Miles dan Michael. Analisis Data Kualitatif. Jakarta; Ul Press.1999. him. 15
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BAB V
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Masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap Pentingnya Akta

Kelahiran dan Akta Kematian.

: PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah
yakni tentang Efektivitas pelaksanaan norma percepatan akta
kelahiran dan kematian di Kabupaten Pekalongan serta Implikasi
percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan
akta kematian terhadap status hukum administrasi kependudukan

masyarakat Kabupaten Pekalongan.

: PENUTUP

Sedangkan Bab yang terakhir atau Bab yang ke Lima yakni
membahas tentang Kesimpulan, Limitasi dan saran terkait

Penelitian penulis.



BAB V
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penejelasan yang dikemukakan sebelumnya, maka
dapat diambilkesimpulan bahwa;

1. Efektivitas Hukum Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan
belum efektif. Berdasarkan faktor faktor yang dijadikan tolak ukur dari
efektivitas hukum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten
Pekalongan yang masih kurang baik. Kebanyakan masyarakat masih
menganggap kurang pentingnya akta kelahiran dan akta kematian serta
kurangnya kesadaran hukum masayarakat untuk mengruus akta kelahiran
dan akta kematian jika mereka butuh saja. Peraturan Bupati ini juga masih
tergolong baru jadi masyarakat banyak yang belum tahu betul terkait
pelayanan terkait akta kelahiran dan akat kematian ini sudah dimudahkan.

2. Implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan
peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian
terhadap status hukum administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten
Pekalongan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
bhawa dalam Peraturan Bupati ini memuat 3 aspek yakni keapastian
hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Melihat dari segi pihak
Disdukcapil Kabupaten Pekalongan juga sudah melaksanakan tugas dan

wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Disdukcapil

74
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slalu berusaha dengan baik untuk bisa memberikan pelayanan yang
semaksimal mungkin walaupun dengan prasarana seadanya. Akan tetapi
disisi lain dari hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh
peneliti bahwa dari sebagian elemen masyarakat masih banyak yang belum
memiliki akta kelahiran dan akta kematian, yang mana akta ini digunakan
sebagai bukti autentik yang harus dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi
pelaksana sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum tersendiri.
B. SARAN

1. Diharapkan pada masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya
kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian yang sudah tertera dalam
Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 serta mengingat peraturan ini
tergolong masih baru maka untuk instansi penyelenggara untuk kembali
mensosialisasikan terkait Peraturan tersebut untuk mengenalkan kepada
masyarakat bahwa pencatatan akta kelahiran dan akta kematian sudah bisa
diakses dengan mudah baik di instuisi kesehatan, pendidikan dan yang
lainnya.

2. Pemerintah Kabupaten pekalongan melalui instansi terkait harus lebih aktif
dan antusias dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait
peraturan mengenai akta kelahiran dan kematian dengan melakukan
sosialisasi secara tertib baik langsung ataupun tidak langsung kepada
masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami adanya manfaat
dibuatnya peraturan mengenai percepatan kepemilikan akta kelahiran dan

kematian.
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3. Masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dengan mendukung aparatur
dalam kewajiban melaksanakan administrasi sesuai yang dituangkan dalam

Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019.
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